WALIKOTA KOT|A ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN COMMUNITY ACTION PLAN
(CAP) PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN
KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SELATAN TAHUN 2021
IDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

Menimbang a. bahwa sepuai Keputusan Walikota Nomor 146 Tahun 2018 telah
ditetapkah Lokasi Prioritas Peningkatan Kuatitas Permukiman
Dalam gka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu di

b. bahwa d

huruf a huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota
Administfasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim
Pendam Penyusunan Community Action Plan (CAP)
Peningkatan Kualitas Permukiman Dalam Rangka Penataan
Kawasan| Permukiman Terpadu di Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan Tahun 2021;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Sebagaimjana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Terjtang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tghun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
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Lembaran)

4. Undang-U
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2

ndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
)aerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
ndonesia Nomor 4744);

ndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
)11 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 5188) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-
omor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran
tpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tam
S5587) Seb
Undang-
Atgs U
Pemeri

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
imana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
ndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Talhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia

5. Pernaturan

Nomor 5679);

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambaharn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

6. Peraturan
Keyangan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nompor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolagn Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus [bukota Jakarta Nomor 5);

8. Peraturan
Rugang Wi

Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
ayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota J Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Dag¢rah Prpvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 20);

9. Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail

Tatph Ruang dan Peraturan Zonasi (Lembaran Daerah Provinsi

Dag¢rah KHtusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 301);




10. Peraturan |Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Dar
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rita Dderah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
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| Susunpan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
arta (Ilembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
arta Tqhun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009)
ha Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2
9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5
16 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
fovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran
bvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019
1), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
likota Jakarta Nomor 2007);

Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
|8 Nomor 201);

Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran
n Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
| Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
20 Nomor 103);

Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem Dan
Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah
ngan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014
rubahan Atas Peraturan Gubernur 142 Tahun 2013
istem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

or 71034);

aturan| Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 ten tang Peningkatan

Permukiman Dalam Rangka Penataan Kawasan

mukinjan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
lkota Jakarta Tahun 2018 Nomor 73003);

raturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi

Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah

usus Ijukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);

16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran
Anggaran|Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Dgerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun
2021 Nomor 61001);

17. Keputusap Walikota Nomor 146 Tahun 2018 Tentang
Penetapafh Lokasi Prioritas Peningkatan Kualitas Permukiman
Dalam Rpngka Penataan Kawasan Terpadu Di Wilayah Kota
Administtasi Jakarta Selatan;
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MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN| WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PENYUSUNAN
COMMUNITY ACTION PLAN (CAP) PENINGKATAN KUALITAS
PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN  KAWASAN
PERMUKIMAN TERPADU DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA SHLATAN TAHUN 2021

:Tim Pendarhping penyusunan Community Action Plan (CAP)

peningkatan|kualitas permukiman dalam rangka penataan kawasan
permukiman| terpadu di lokasi RW 02, RW 03, RW 08 & RW 11
Kelurahan Glandaria Utara; RW 10, RW 11 & RW 12 Kelurahan Pela
Mampang; RW 03, RW 04, RW 06, & RW 07 Kelurahan Manggarai;
RW 05 Kelutahan Menteng Atas; dan RW 02 & RW 03 Kelurahan
Pasarl Manggis Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam
Lampijran Keputusan ini.

Pendamping sebagaimana diktum KESATU adalah

memfasilitasi, memberikan arahan, bimbingan, petunjuk, saran dan
masukan dglam setiap tahapan penyusunan Community Action

Plan | (CAP)

yang terdiri dari persiapan, survey, identifikasi,

penyusunan| data dan fakta, analisis, penyusunan konsep
penanganan| penyusunan rencana aksi dan penyusunan Dokumen
Detail Engirjeering Design (DED) sesuai tugas pokok dan fungsi

Perangkat
ketentuan p

Daerah/Unit Kerja masing-masing mengacu pada
bsal 5 Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018.

: Pelaksanaar] Tugas Tim Pendamping dalam setiap tahapan

penyysunan Community Action Plan (CAP) sebagaimana diktum
KEDUA dikgordinasikan oleh Camat dan Lurah setempat dengan

melibatkan

Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga

Musyawarall Kelurahan, Tim Penggerak PKK Kelurahan, RT, RW,
Karang Taryna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Wilayah d4
dibuktikan
yang|terlibaf

disepakati
Perumahan
Jakarta Seld

: Bentiilk ketlerlibatan Lembaga Kemasyarakatan masing-masing

jlam penyusunan Community Action Plan (CAP)
Hengan Berita Acara yang disepakati oleh para pihak
| dalam setiap tahapan.

hsunan Community Action Plan (CAP) yang telah
selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas
Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi
Ltan.
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KEENAM : Biaya| yang |
Kepada DpK

imbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan
umen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing

Perangkat Daerah/Unit kerja.
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Sekretaris Daerah Provins]
Asisten Pembangunan dar
Kepala Badan Perencanaayj
Kepala Dinas Perumahan |
Wakil Walikota Kota Admij

Para Asisten Sekretaris Ko
Inspektur Pembantu Kota

Para Kepala Suku Dinas K
Camat Kebayoran Baru Kd

hi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

etapkan di Jakarta
la tanggal

DKI Jakarta

| Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

h Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
histrasi Jakarta Selatan

Sekretaris Kota Administrgsi Jakarta Selatan

ta Administrasi Jakarta Selatan
Administrasi Jakarta Selatan

Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Selatan

ota Administrasi Jakarta Selatan
ta Administrasi Jakarta Selatan
| Administrasi Jakarta Selatan

. Camat Mampang Prapatar
Camat Tebet Kota Admini
Camat Setiabudi Kota Ad

trasi Jakarta Selatan
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. Para Kepala Bagian Setko [Administrasi Jakarta Selatan
. Lurah Gandaria Utara Kotp Administrasi Jakarta Selatan
. Lurah Pela Mampang Kdtg Administrasi Jakarta Selatan

. Lurah Manggarai Kpta Ad
. Lurah Menteng Atas Kota

inistrasi Jakarta Selatan
Administrasi Jakarta Selatan

Lurah Pasar Manggis Kotal Administrasi Jakarta Selatan
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PERMUKIMAN DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN
)] WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
TAHUN 2021

lhan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI

bantu Kota Adm. Jakarta Selatan

Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian
Jakarta Selatan

hgkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Selatan

sechatan Kota Adm. Jakarta Selatan

rpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Selatan

sial Kota Adm. Jakarta Selatan

rtamanan dan Hutan Kota Kota Adm. Jakarta Selatan
ha Marga Kota Adm. Jakarta Selatan

Pipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Adm.

mber Daya Air Kota Adm. Jakarta Selatan
haga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Adm. Jakarta

rhubungan Kota Adm. Jakarta Selatan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Adm. Jakarta

budayaan Kota Adm. Jakarta Selatan

ndidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan
ndidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan
ptahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm.

prindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Jakarta Selatan
ppendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta

hanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm.
prencanaan Pembangunan Kota Adm. Jakarta Selatan

pngelolaan Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Selatan
la Administrasi Jakarta Selatan

Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Kota




26. Unsur Bagian |[Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Adm. Jakarta Selatan
27. Unsur BAZNAYZ BAZI$ Kota Adm. Jakarta Selatan

28. Unsur Selatan Pelatilhan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
29. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
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